
BOPATI BARITO SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATORAN BOPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 1 TAHON 2019 

TENTANG 

PEROBAHAN ATAS PERATORAN BOPATI BARITO SELATAN 

NOMOR 18 TAHON 2016 TENTANG KEDODOKAN, SOSONAN ORGANISASI, 

TOGAS DAN FONGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BARITO SELATAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit

Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Barito Selatan

dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan Peraturan

Perundang-undangan dan kebutuhan dalam rangka

penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

di Kabupaten Barito Selatan, maka Peraturan Bupati Barito

Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor

18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Barito Selatan;
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Unciang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangal Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

{Lernbaran Negara Tahrrn 1953 Nomor 9} sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Incionesia

Nomor 182O);

undang-undang Nomor 25 Tahun 2OA9 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahrrn 2OO9 Nornor

ll2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

so38);
undang-undang Nomor 5 Tahun 2At4 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al4
Nomor 6, Tambatran Lembaran Negara Republik Indorresia

Nomor 5a9a\;
undang-undang Nomor 6 Tahun 2A14 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95):
Undan€-Undang Nornor 23 Tahrrn 2{0^14 tentang Pernerirrtahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengaa UnCang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedrra atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4
tentang Pemerir-:rtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor ffi791;
Undang=gadang $lomor 3$ ,Tahun 2AL4 tentang Administrasi
Pernerintahan {femUarat, Hegara Reprrblik Indonesia Tahrrn
2Ol4 Nomor 292; Tan:trahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 560I);
Peraturan Pemeriatah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2016
Nomor lL4, Tarnbahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia
Nomor a2631;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2A78 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerint€.h (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia
Tahun 2A18 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A3Q;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2O18 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Ba::angiJasa eii Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan KabupatenlKota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2AL8 Nornor 15a3);
Peraturan Daeral: Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susuna.n Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Seiatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATT,RAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAI{ FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH IGBUPATEN BARITO
SELATAN.

Pasal i
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Baritc Selatan Nomor 18 Tahun 2A7G
tentang Kedudukan, Struktur- Organisasi, Tugas darr Fungsi serta Ta-ta Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2ALO Nomor i8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasai 1 ditambahkan 4 (empat) angka yaitu angka 11, angka 12,
angka 13 dan angka 14 , sehingga Pasal 1 berbun.Ti sebagai berikut :

Pasal 1

i. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
--{ Fhrnnfi rlolol" Rrrnafi Rorifn Sciatonu ulir Li uqt iLv uuig Lqii.

4. Wakil Bupati Bupati adalah Wakil gupati Barito Selatan.

-q. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK

pacia Kabupaten Barito Seiatan.
8. Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada

Kabupaten Baritc Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK

adalah ASN pada Kabupaten Barito Se1atan.
10. Keiompok Jabatan Fungsionai arialah keiompok Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, we\,venang dan hak secara penuh oieh pejabat yang berrvenang
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam Ltpaya
mend'ukrrng kelancaran trrgas pokok pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerrntah Kabupaten
yarlg selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barcngljasa oleh Pemerintah Kabupaten yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutrrhan sarnpai dengan seratr terirna hasil
pekerjaan.

12- Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Ka-bupaten yang
selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pada
D----;-+^1- Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan PengadaanI UiIIUI ITT LAAI

Barang/Jasa.
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UKPBJ Pemerintah Kabupaten sebagai. Pusat Keunggulan Pengadaan

F,arranglJasa adalah unit kerja }'ang memiliki karakter strategis,

kolaboratif, berorierrtasi pada kirrerja, proaktif, dan anampu melakukan

perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan

niiai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan BarangfJasa di

Indonesia.
La5ranan pengadaan Secara Elek-trcnik adalah Layanan pengelclaan teknolcgi

informasi rrntuk memfasilitasi pelaksanaart Pengadaan Barang/Jasa secara

elektronik.

ketentuan Pasal 3 ayat {1} huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbun}'i

sebagai berikut :

Pasa-l .3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah.

b. Asisten Pemeriniahan,rian Kesejahteraail Rai<yat membawahkan :

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
b) Subr Bagiarr Pemets.arr' lVi]ayah dan'P'ertanahan ; dart

c) Sub Bagian Kecamatan d1S,,, r".
:

a) Sub Bagian ProdrrJr,.Hukpm.'pae'r3.h,,; .., :

b) Sub Bagian Bantuan Hukurn dan$Mi dan
c) s ub B agian D okulrrentasri,'f,f,'l,,l;:-],,{lrrh"n H ukum

3. Bagian Kesejahteraar Rakyat terdiri dari :

a) Sub Bagian Agama dan'Pendidikafi;

c) Sub Bagian Kerna'*yarakatal. 
'

,.,,: , . ...:,,:-,.i,

c. Asisten Perekonornian dan'Pemlan-gqn rnembawahkan:
1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri dari :

a) Sub Bagian Ekonomi Keralqratan;
b) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi; dan
c) Sub Bagian ESDM dan Lingkungan Hidup.

2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

a) Sub Bagian Pen5rusunan Prograrn;
b) Sub Bagian Pengendalian dar:l-aporan Pembangunan; dan
c) Sub BagianLayanan Elektronik dan Teknologi Informasi.

3. Bagian Pengadaan Barang I Jasa terdiri dari :

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

1L

Z.
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d. Asisten Admirristrasi Umum nrernbaw-ahkan :

1. Bagian Crganisasi terdiri dari :

a) sub Bagian Kelernbagaan dan Analisis Jabatan;
b) sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja; dan
c) sub Bagian pendayagunaan Aparatur dan Kepegarvaian.

2. Bagian Keuangan dan Aset Setda terdiri dari :

a) Sr;b Bagian Keuangan Setda;
b) Srrb Bagian Aset Setda; dan
c) sub Bagian pelaporan Keuangan dan Aset Setda.

3" Bagian Umum terdiri dar-i :

a) Sub Bagian Tata Usaha dan perjalanan Dinas;
b) Sub Bagian Rurnah Tangga; dan
c) Sub Bagian Kerjasama dan protokol.

e. Keiompok Jabatarr Fungsionai.

(2) Untuk membantu tugas Bupati dibentuk gelompok Staf Ahli Bupati yang
terdiri dari :

a. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan politik;
b. Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Ma-nusia; dan ., .,:,
c. staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan.

(3) Siruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Seiatan sebagaimana
tercanturrr dalam Lampira:: yang merupak4n bagr.an ya11g tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 28 diubah, seh.iq.gga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :
-J.

Paragraf 6 ',

Bagian Pengadaan Bararrg/ Jasa

{u
1.)\
\4)

Pasal 28

Bagian Pengadaan BaranglJasa merupakan UKPBJ kelas A yang mempun5rai
tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan Barang /Jasa.
Bagian Pengadaan Barang f iasa sebagaimana dimaksud pada ay-at {1i,berkedudukan di bawah Sekretaiat Daeraie dan ber-r,anggungiawab kepada
sekretaris Daerah melalui Asisten perekonomian dan pembangunan.
Daiam rangka pelaksanaan tugas se"ba-gaimana dimaksud pada ayat (11,
Bagian Pengadaan Barang / Jasa memplinyai fungsi :

a. pengeioiaarl pengadaao barungf jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan aecara elektronik;
c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang ljasa;d. peiiii'tisuii dan penyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan Pengadaan

Barang/Jasa kepada Bupati, pimpinan perangkat daerale dan irrstansi
pemerintah yang ber-wenang melakukan pembinaan di bidang Pengadaan
Barang/ Jasa pemerintah; dan

(s)
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e. peiaksanaan tugas lain yang diLrerikan oleh Bupati 5rang-berkaitan dengan

tugas dan fungsi.

Bagian Pengad.aan BaranglJasa dalam melaksanakaa trigas daii fungsiaya

sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dibanh: oleh Sub Bagian Pengeloiaan
pengadaan Barang / Jasa, Sub Bagian Pengelciaan Layanan PengaCaan Secara

Elektronik, Sub Bagian Pemhinaan dan Advokasi Pengadaarr Barang /Jasa.

Ketentr.ran Pasal 29 dillbah, sehingga Pasal 29 berbrrnyi sebagai irerikrrt :

Paragraf 6.1

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan BaranglJasa

4.

/1)

{2'

Pasal 29

Sgb Bagra-n Pengelolaan Pengadaal Earangf Jasa mempunyai tugas

menyelen ggarckrrrr Pengelolaan pengad aar. barang/jasa"
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaar FiararrglJasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam menjaiankan tugasnya hertangggngiawab kepada Kepala Bagian

Pen gadaan Barang/-Tasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada alrat (1), Sub Bagian

Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa menvelenggarakan fungsi :

{3}

a.
h,.

c.
d.

inventarisasi paket pen$adaan bas-a$g/jasa;
p el aks a n aan ris ct den an ali sislgdG-ar:,'barar1g /j as a ;

pen5rusunan strategl pengadaan bar asa;
penyiapan dan pqngelolaad,.'.dokfi#.,,pn pemilihan beserta dokumerr
pendukunglainn3ra ddn info, silyartgrdibuiuhkan;
pelaksaaaan pemiliha:n, penyedia h'arx.r$/jasa;,' :

p.ny,r*rrr.r dr., pengglolaa,r*;rkatalo.g,,e kkonik lokal / se ktoral ;

membantu perenca$aari dal- pengelotraan kontrak. pengadaan barang/i asa

e.
f.
fi'

pemerintah;
h. pemaltauan

pemeriniah.
i. penyiapan bahan evdluasi:dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;

dan
k. pelaksanaan tugas-tugas t"-i, y"rrg diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6.2
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

trasai 30

(1) Sub Bagran Pengelolaan Layanan Pengadaar, Secara Elelrtronik mempunyai
tugas menyelenggarakan pengelola.an dan pelaksanaan layanan pengadaan

barang / jasa secara elektronik;

dar.r : a,oalrtii' ;,.p€leksanaa-n .rpengadaan barang/jasa
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Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) daiam menjalankan tugasnya bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian

Pengeiola an Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa
(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan

infrastrukturnya;
b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara

elektronik;
c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem

informasi pengadaan barang liasa;
d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada

masyarakat luas;
g. pengelolaan informasi kontrak;
h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;

dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga P'asal 31 berbunyi sebagai berikut :

, Faragraf 6:3
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

(3)

(4)

Pasal 31

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan BaranglJasa mempunyai
tugas menyelenggarakan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/Jasa.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Bararrgf Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalarn menjalankan tugasnya bertanggungiawab
kepada Kepala Bagian Pengadaan BaranglJasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

(s)

a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama
para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
pengelolaan manaj emen pengetahuan pengadaan barang/j asa;
pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
pengelolaan personil UKPBJ;
pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan
barangljasa pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan desa;
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k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi penggunaan
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain
SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;

1. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
m. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang/jasa;

dan
n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

7, Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan. 

Diundangkan di Buntok 
pada tanggal Fe bruari 2019 

Ditetapkan di Buntok 
pada tanggal 4 Februari 201 9 

BUPATI RITO SELATAN, 
-�

EDDY RAYA SAMSURI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1 

4
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PAT! BARITO SELATAN 
LAMPIRAN 
PERATURAN B 
NOMOR 
TANOGAL: 

'l'AHUN 2019 
,;. pe bru2 ri2o 19 

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAJ\\ BVPATI BARITO SELATAN NOMOR 18 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DA.t� FUNGSJ SERTA 'TATA KER.IA SEKRETARlAT DAERAH I<ABUPATEN 
BARITO SELATAN 

STRUKTUR ORGArN'lSASI SEKUTAmAT DAERAH 

SEKRETARISDAERAH 

-- - - -

ASISTEN 
PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN 

ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM 

1�l 
t___::_J 

____________ .J_ ·-----------------------�- -- ·- ------■------------------------

I 

BAGIAN: BAGIAN 
r?EMERINTAH,�N HUKUM 

ii I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

,ir PRODUK 

HUIWM 

DAER.AH 

I 

SUB BAGIAN 

PEMETAAN I 
SUB BAGIAN 

- WILAYAH - BANTllAN 
& PERTANAHAN HUKUM& 

HAM 

[_ 
SUB BAGIAN 

SUB BAGIAN DOKUMENTASI 
- KECAMATAN& &PENYUWHAN 

l(ELURAHMI HUKUIM 

I 

BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

I 

SUB BAGIAN 
- AGAMA& 

PElmlDIKAN 

SUIBBAGIAN 

- KEMASYARAKATAN 

SUII BAGIAN 

- KESEJIAHTERAAN 

I 

BAGIAN 
PEREKONOM JANI 

DAN SDA 

-· I 

SUB BAGIAN 
- EKONOMI 

KERAKYATAN 

SUB BAGIAN 

- PENGEMBANGAN 

EKONOMI 

SUB BAGIAN 
- ESDM& 

LING KU NGAN 

HIDUP 

-

-

-

.I r I 

BAGIAN BAGIAN BAGIAN ORGANISASI BAGnAN KEUANGAN BAGIA1N 
ADMINISTRASI PENGADAAN DAN ASET SETDA UMUM 

PEMBANGUNAN BARANG/ JASA 

I I I -::J 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN 

PENYUSUN.IIN ·- PENGELOLAAN - KELEMBAGAAN & - KEUANGAN - TATAUSAHA& 

PROGRAM PENGAOAAN ANALISISJABATAN SETDA PERJALANAN 

BARANG / JASA 0INAS 

SUB BAGIAN 

SUB BAGIAN PENGELOLAAN SUB BAGIAN TATA SUB BAGIAN SUBBAGIAN 

PENGENDAUAN -
LAVA!,1AN 

LAKSANA& - ASET - RUMAH 
PENGA'OAAN 

& IAPORAN SECARA AKUNTABILITAS TANGGA 

PEMBANGUNAN ELEKTRONIK KINERJA 

SUB BAGIANI 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PEIAPORAN SUBBAGIAN 
LAVANAN - PEMBINAAN & 

PEN DAY P.GUNAAN KEUANGAN & - KERJASAMIIC. - -
ELEKTRONIK & ADVO�ASI 

PROTOKOL 
LAYANAN PENGADAAN Al'ARP.TUR & ASET SETDA 

INFORMATIKA BARANG / JASA KUEGP.WAIAN 

BUPATI BARITO SELATAN,, 
,,. 

ttd 

EDDY RAYA SAMSURI 




